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Menimbang a. Bahwa dqlam rangka penerapan Manajemen Risiko pada
kegiatan balai, dibutuhkan penunjukan Unit Pengelola
Risiko pada Balai Perakitan dan Pengujian Taneman
Pemanis dan Sera!

b. Bahwapa-rapejabatyang namanyayang tercantum dalam
Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat
untuk ditetapkan sebagai unit Pengelola Risiko pada Balai
Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat
Malang Tahun Anggaran 2025

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 19

tahun 2Ot9 tentang Perubahan Kedua atas atas Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2OO2;

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

4. piraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2A2l tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Fresiden Nomor 135 Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24

Tahun 2010 tentang Kedudukan, T\rgas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi , T\rgas

dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi BAokrasi Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

g. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 38 Tahun 202L
tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian
Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 7 Tahun 2022
tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian
Gratifrkasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Lingkup Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 8 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern
Lingkup Kementerian Pertanian;

L2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun
2025 tentang Kementerian Pertanian;
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13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang
tertuang dalam Dafta-r lsian Pelaksana Anggaran (DIPA)
Nomor SP DIPA-O18.09.2.237572/2025 tanggal 2
Desember 2O24;

MEMUTUSKAN

Menunjuk Unit Pengelola Risiko lingkup Balai Perakitan dan
Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat untuk melaksanakan
pengawasan secara terus - menerus untuk memastikan setiap
proses Manajemen Risiko berfungsi sebagaimana mestinya,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
lampiran Surat Keputusan ini.

Unit Pengelola Risiko mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi

dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan

pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana
tindak pengendalian;

c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang
terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa
risiko;

d. Melaporkan pe}aksanaan manajemen risiko kepada Pemilik
Risiko.

Unit Pengelola Risiko dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepa.da Pemilik Risiko, yaitu Kepala Balai

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
berakhir tanggal 31 Desember 2a25 dengan ketentuan bahwa
apabil;a dikemudian hari ternyata terdapat kekeliman, maka
surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan
Tanggal

: di Malang,
: 16 Mei 2025

Balai Perakitan dan Pengujian
dan Serat
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Salioan Keputusan ini disampaikan Kepada :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. Yangbersangkutan.
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Lampiran

Nomor
Tanggal

1. PenanggungJawab
2. Ketua
3. Anggota

Kepala Balai
Dr. Ahmad Dhiaul Khuluq, S. TP., M.TP
Dr. Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc.
Elda Nurnasari, S.Si.MP.
Agnestiyan Putri Ibnawati, S.8., M.M.
Sri Muntiasih, S.Sos.
Arini Hidayati Jamil, S.P., M.Biotech.
Indah Candrarini, A.Md.
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